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ABSTRACT

Doktrin unjust enrichment merupakan prinsip fundamental dalam berbagai sistem hukum modern, namun belum
memperoleh pengaturan eksplisit dalam sistem hukum perdata Indonesia. Kekosongan normatif ini menimbulkan persoalan
ketika terjadi perpindahan manfaat atau keuntungan tanpa dasar hukum yang sah, sementara kerangka hukum positif hanya
menyediakan dua dasar gugatan tradisional, yakni wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan
menganalisis konsep dan perkembangan doktrin unjust enrichment, menilai relevansinya dalam penyelesaian sengketa perdata
di Indonesia, serta merumuskan model transformasi yang sesuai dengan karakteristik hukum nasional. Dengan menggunakan
metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual serta analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder, penelitian
ini menemukan bahwa unjust enrichment memiliki potensi besar untuk diterapkan sebagai instrumen pemulihan berbasis
keadilan korektif. Analisis komparatif menunjukkan bahwa berbagai negara civil law maupun common law telah menjadikan
doktrin ini sebagai mekanisme penting dalam menyelesaikan sengketa yang tidak dapat ditangani oleh dasar gugatan
konvensional. Transformasi dapat dilakukan melalui perluasan interpretasi yurisprudensi, penguatan judge-made law, dan
pembaruan legislasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan unjust enrichment mampu memperkuat kepastian hukum,
efektivitas penyelesaian sengketa, serta kemampuan sistem hukum perdata Indonesia menghadapi dinamika transaksi modern.
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PENDAHULUAN

Perkembangan hukum perdata modern menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperluas
instrumen penyelesaian sengketa yang mampu menjawab kompleksitas hubungan hukum kontemporer.
Doktrin unjust enrichment menjadi salah satu konsep yang memperoleh perhatian luas dalam sistem
common law maupun civil law. Doktrin ini pada mulanya dikembangkan sebagai mekanisme untuk
memulihkan keadaan ketika seorang pthak memperoleh keuntungan yang tidak layak, tanpa dasar hukum
yang sah, atau atas kerugian pihak lain (Kurniawan et al., 2018). Perkembangan tersebut memperlihatkan
bahwa sistem hukum di berbagai negara merasa perlu menghadirkan instrumen korektif yang lebih
responsif terhadap praktik hubungan privat yang semakin rumit.

Di Indonesia, dinamika sengketa perdata mengalami perubahan signifikan seiring perkembangan
teknologi, pola transaksi, serta interaksi ekonomi dan sosial yang semakin kompleks. Fenomena seperti
transaksi elektronik, pembayaran ganda, kekeliruan administratif, dan pemindahan aset tanpa dasar yang
jelas sering menimbulkan sengketa yang tidak sepenuhnya dapat diselesaikan melalui kerangka
wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (Dianne et al., 2022). Kondisi ini memperlihatkan adanya
ruang kosong dalam mekanisme pemulihan yang tersedia dalam hukum perdata Indonesia, terutama
ketika sengketa terjadi bukan karena kesalahan atau pelanggaran kontraktual, melainkan karena adanya
kelebihan manfaat yang diterima tanpa alasan yang dibenarkan.

Sementara itu, KUHPerdata sebagai rujukan utama hukum perdata Indonesia belum memberikan
pengaturan eksplisit mengenai unjust enrichment (Triadana, 2025). Memang terdapat sejumlah ketentuan
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seperti onverschuldigde betaling dan zaakwaarneming yang memiliki hubungan dengan konsep restitusi,
namun ketentuan tersebut belum memberikan konstruksi doktrinal yang memadai untuk menjawab
persoalan unjust enrichment yang berkembang dalam praktik (Kamilah, 2021). Ketidakjelasan ini
menyebabkan ruang interpretasi yang luas dan berpotensi menghasilkan putusan yang tidak konsisten,
sehingga pada gilirannya mengurangi kepastian hukum.

Pada level praktik, beberapa putusan pengadilan sebenarnya telah menampilkan pola
pertimbangan yang mencerminkan penerapan prinsip unjust enrichment, meskipun istilah tersebut jarang
disebut secara eksplisit (Rich & Djaja, 2024). Hakim pada berbagai tingkatan peradilan sering kali menilai
tidak layaknya seorang pihak mempertahankan manfaat yang diterima, terlebih ketika manfaat tersebut
berasal dari kesalahan atau kekeliruan pihak lain. Namun penerapan semacam itu masih bersifat sporadis
dan tidak terstruktur sehingga belum dapat dianggap sebagai doktrin yang mapan.

Di sisi lain, negara-negara dengan sistem common law dan civil law telah mengembangkan doktrin
ini secara sistematis sebagai bagian integral dari sistem restitusi. Inggris, misalnya, menguraikan unsur
unjust enrichment melalui empat elemen mendasar yaitu adanya manfaat, manfaat tersebut diperoleh atas
beban pihak lain, faktor ketidaklayakan, dan ketiadaan dasar hukum. Sementara itu, Jerman
mengembangkan konsep ungerechtfertigte Bereicherung yang lebih menekankan pada ketiadaan dasar
yang membenarkan penerimaan manfaat tersebut (Yuhandri, 2025). Perkembangan komparatif ini
menunjukkan adanya pola umum bahwa unjust enrichment diperlukan untuk menutup kekosongan
dalam sistem hukum privat.

Kebutuhan akan mekanisme pemulihan yang lebih fleksibel semakin terasa dalam konteks hukum
Indonesia. Sengketa yang tidak dapat diklasifikasikan secara tegas sebagai wanprestasi atau perbuatan
melawan hukum sering menyulitkan para pihak memperoleh keadilan. Akibatnya, pthak yang mengalami
kerugian tidak memiliki jalan pemulihan hukum yang memenuhi asas keadilan korektif. Dalam kondisi
ini, doktrin unjust enrichment dipandang sebagai konsep yang mampu menjembatani kekurangan
tersebut karena fokusnya bukan pada kesalahan, melainkan pada ketidaklayakan seorang pihak
mempertahankan keuntungan yang diterima.

Selain aspek praktis, kebutuhan penguatan doktrin unjust enrichment juga memiliki dimensi
teoretis. Pengembangan doktrin ini penting untuk memperkaya kerangka teori hukum perdata Indonesia,
yang selama ini cenderung terikat pada struktur tradisional warisan kolonial. Hukum perdata modern
menuntut adanya doktrin-doktrin korektif yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial. Dengan
demikian, transformasi doktrin unjust enrichment tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian sengketa,
tetapi juga menyangkut pembaruan konseptual dalam bangunan ilmu hukum perdata.

Di samping itu, transformasi doktrin unjust enrichment relevan untuk memperkuat posisi hakim
dalam menerapkan asas keadilan. Sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi civil law sebenarnya
memberikan ruang bagi hakim untuk mengembangkan interpretasi hukum sesuai asas, doktrin, dan
kepatutan (Khasanah & Lumbanraja, 2022). Namun ruang tersebut belum dimanfaatkan secara optimal
dalam konteks unjust enrichment karena belum adanya rujukan doktrinal yang jelas. Oleh karena itu,
pembentukan kerangka konseptual yang lebih tegas diperlukan agar hakim memiliki panduan dalam
menilai apakah suatu keuntungan dapat dikategorikan sebagai keuntungan yang tidak layak.

Dari perspektif akademik, penelitian mengenai unjust enrichment di Indonesia masih tergolong
terbatas. Keterbatasan kajian teoretis dan empiris tentang konsep ini menciptakan jarak yang semakin
besar antara perkembangan global dan praktik hukum nasional. Padahal, dalam era harmonisasi hukum
internasional, pemahaman terhadap doktrin-doktrin modern menjadi penting agar sistem hukum nasional
tidak tertinggal. Dengan demikian, penyusunan kajian yang sistematis mengenai unjust enrichment
merupakan langkah krusial untuk mengisi kekosongan literatur serta menjadi landasan pembaruan hukum
ke depan.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, pengkajian terhadap transformasi doktrin unjust
enrichment menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Isu hukum yang lahir dari ketidakhadiran
pengaturan eksplisit dan keterbatasan doktrinal dalam hukum positif Indonesia menuntut adanya analisis
yang mendalam dan komparatif. Penelitian mengenai konsep, perkembangan internasional, serta peluang
transformasi doktrin ini di Indonesia diharapkan dapat menghasilkan gagasan konseptual yang dapat
memperkuat penyelesaian sengketa perdata. Pada akhirnya, pengembangan doktrin unjust enrichment
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tidak hanya meningkatkan perlindungan hukum bagi para pihak, tetapi juga memperkuat keadilan korektif
dan kepastian hukum dalam praktik peradilan perdata Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif atau doctrinal
legal research, yaitu penelitian yang berfokus pada penelaahan doktrin, asas, kaidah, dan norma hukum
yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang
relevan (Nugraha, 2024). Penelitian yuridis normatif dipilih karena isu yang dikaji berkaitan dengan
kebutuhan penguatan dan transformasi doktrin unjust enrichment sebagai konstruksi hukum perdata
yang belum memperoleh pengaturan eksplisit dalam sistem hukum Indonesia. Dengan pendekatan ini,
penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar yang melekat pada doktrin unjust
enrichment, menelaah konsistensi atau kekosongan norma dalam kerangka hukum positif Indonesia,
serta menelusuri rasionalitas teoretis dan perkembangan komparatif di sistem hukum lain. Pendekatan
konseptual digunakan untuk memahami dan membangun konstruksi teoritis doktrin unjust enrichment
secara sistematis dengan menelaah gagasan para sarjana, pola pengembangan doktrin di negara lain, serta
relevansi konsep tersebut terhadap karakteristik hukum perdata Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer seperti
KUHPerdata dan putusan pengadilan yang memiliki kaitan dengan konsep restitusi, bahan hukum
sekunder berupa literatur ilmiah, buku teks, artikel jurnal, serta hasil penelitian yang membahas doktrin
unjust enrichment dalam perspektif komparatif, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum atau
ensiklopedia untuk memperkuat pemahaman terminologis. Seluruh bahan hukum dianalisis dengan
teknik deskriptif-analitis melalui penjabaran struktur normatif yang berlaku, penguraian kaidah hukum
relevan, serta penafsiran sistematis untuk menilai kecukupan kerangka hukum positif dalam memfasilitasi
penerapan doktrin tersebut. Analisis ini didukung dengan legal reasoning untuk menilai keterkaitan antar
norma dan legal comparison guna membandingkan model penerapan unjust enrichment di berbagai
yurisdiksi, sehingga dapat dirumuskan suatu konstruksi transformasi doktrin yang koheren dan sesuai
dengan kebutuhan penyelesaian sengketa perdata di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Unjust Enrichment dalam Sistem Hukum Indonesia

Pembahasan mengenai posisi unjust enrichment dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat
dilepaskan dari struktur dasar KUHPerdata sebagai sumber hukum perdata utama. Meskipun
KUHPerdata tidak memuat istilah unjust enrichment secara eksplisit, sejumlah ketentuan mengandung
prinsip-prinsip korektif yang secara fungsional dapat dikaitkan dengan doktrin tersebut. Hal ini
menunjukkan bahwa meskipun tidak diatur secara sistematis, benih-benih konsep unjust enrichment
sebenarnya telah hadir dalam hukum positif Indonesia melalui ketentuan mengenai restitusi dan
pengurusan kepentingan tanpa kuasa.

Salah satu pasal yang memiliki kedekatan dengan doktrin unjust enrichment adalah Pasal 1359
KUHPerdata yang berkaitan dengan onverschuldigde betaling (Puspatara & Kurniawan, 2023). Pasal ini
mengatur bahwa pembayaran yang dilakukan tanpa adanya kewajiban memberi hak bagi pihak yang
membayar untuk meminta kembali apa yang telah dibayar. Norma ini pada hakikatnya mencerminkan
logika utama dari unjust enrichment yakni larangan mempertahankan manfaat yang diterima tanpa dasar
hukum. Dalam konteks ini, Pasal 1359 berfungsi sebagai mekanisme restitusi yang bertujuan
mengembalikan para pihak pada keadaan semula.

Selain itu, Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur perbuatan melawan hukum juga memiliki
relevansi tertentu dalam diskursus unjust enrichment meskipun dengan batasan yang jelas. Pasal tersebut
mendasarkan pemulihan pada unsur kesalahan dan kerugian sehingga tidak dapat sepenuhnya dijadikan
dasar untuk kasus yang tidak melibatkan kesalahan (Cevitra & Djajaputra, 2023). Akan tetapi, dalam
praktik, ketika satu pihak menerima keuntungan akibat tindakan yang secara moral dianggap tidak layak,
hakim kadang menggunakan Pasal 1365 untuk memperluas ruang pemulihan. Kondisi ini
memperlihatkan keterbatasan sistemik karena mekanisme perbuatan melawan hukum tidak sepenuhnya
dirancang untuk mengakomodasi unjust enrichment yang esensinya tidak bergantung pada unsur
kesalahan.
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Pasal 1369 KUHPerdata yang mengatur tentang pengurusan kepentingan tanpa kuasa atau
zaakwaarneming juga memberikan petunjuk mengenai mekanisme korektif dalam hukum perdata
Indonesia. Walaupun konteks zaakwaarneming berbeda dengan unjust enrichment, asas yang terkandung
di dalamnya menegaskan bahwa pihak yang menerima manfaat tidak dapat mempertahankan keuntungan
tersebut tanpa memberikan kompensasi yang layak kepada pengurus. Hal ini memperlihatkan adanya
orientasi keadilan korektif yang relevan bagi argumentasi penguatan doktrin unjust enrichment. Namun
demikian, keterkaitan berbagai pasal tersebut dengan konsep unjust enrichment bersifat parsial dan tidak
membentuk suatu kerangka teoretis yang utuh. KUHPerdata tidak menawarkan definisi, unsur, ataupun
batasan yang dapat menjadi dasar sistematis bagi penerapan doktrin tersebut. Ketiadaan pengaturan
cksplisit menyebabkan ketidakpastian dalam praktik karena para pihak harus menafsirkan berbagai
ketentuan yang tersebar untuk menemukan hubungan yang sesuai dengan logika unjust enrichment
(Bakri, 2023). Kekosongan inilah yang melahirkan kebutuhan akan pembaruan doktrinal.

Dalam praktik peradilan, sejumlah putusan menunjukkan kecenderungan penerapan prinsip
unjust enrichment tanpa secara langsung menyebut konsep tersebut. Hakim sering kali menilai bahwa
suatu pihak tidak patut mempertahankan manfaat tertentu ketika manfaat tersebut diperoleh dari
kesalahan administratif, pembayaran ganda, atau ketidaktahuan pihak lain. Walaupun demikian,
penerapan prinsip tersebut dilakukan secara kasuistik dan tidak didasarkan pada doktrin yang mapan. Hal
ini menyebabkan variasi dalam penerapan dan potensi inkonsistensi putusan antar pengadilan. Salah satu
pola yang terlihat dalam putusan-putusan tersebut adalah penggunaan Pasal 1359 KUHPerdata sebagai
dasar argumentasi ketika terjadi pembayaran tanpa dasar. Hakim cenderung melihat situasi tersebut
sebagai peristiwa hukum yang mewajibkan restitusi demi mengembalikan keseimbangan yang terganggu
(Mutmainah, 2023). Namun, putusan semacam ini pada umumnya terbatas pada konteks pembayaran
yang jelas-jelas tidak seharusnya dilakukan. Ketika konteksnya lebih kompleks, hakim kerap mengalami
kesulitan karena tidak adanya pedoman normatif yang lebih komprehensif.

Selain itu, terdapat putusan yang menunjukkan kecenderungan peradilan untuk menggunakan
Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar pemulihan ketika suatu pihak memperoleh keuntungan melalui
tindakan yang dinilai melanggar prinsip kepatutan atau merugikan pihak lain meskipun tidak terdapat
unsur kesalahan yang signifikan. Pemanfaatan Pasal 1365 secara ekstensif ini memperlihatkan adanya
kebutuhan untuk menutup kekosongan yang tidak terakomodasi dalam struktur tradisional antara
wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (Purba, 2024). Dalam beberapa perkara, hakim juga
memanfaatkan asas umum keadilan dan kepatutan sebagai dasar putusan untuk mengembalikan
keuntungan yang diperoleh tanpa dasar. Asas ini memberikan fleksibilitas bagi hakim namun sekaligus
menimbulkan risiko ketidakteraturan penerapan hukum karena tidak semua hakim memiliki kerangka
pemikiran yang sama dalam menilai kepatutan. Dengan demikian, penerapan prinsip unjust enrichment
melalui asas kepatutan masih sangat bergantung pada diskresi hakim dan belum berfungsi sebagai doktrin
yang stabil.

Praktik peradilan semacam ini mengindikasikan bahwa secara fungsional unjust enrichment telah
hidup dalam praktik penyelesaian sengketa perdata di Indonesia, meskipun belum memiliki legitimasi
akademik dan normatif yang kuat (Puspatara & Kurniawan, 2023). Konsep tersebut hadir sebagai
kebutuhan praktik tetapi tidak didukung oleh instrumen hukum yang eksplisit. Hal ini menunjukkan
adanya kesenjangan antara perkembangan kebutuhan penyelesaian sengketa dan struktur normatif yang
tersedia dalam KUHPerdata.

Kritik utama terhadap kerangka hukum saat ini adalah ketiadaan norma eksplisit yang secara jelas
mengatur unjust enrichment dalam hukum Indonesia. Kekosongan ini berdampak pada sulitnya
membedakan antara kasus yang seharusnya masuk ke ranah wanprestasi, perbuatan melawan hukum, atau
restitusi berbasis unjust enrichment (Triadana, 2025). Ketidakjelasan ini mengakibatkan ketidakpastian
hukum dan berpotensi merugikan para pencari keadilan. Selain itu, struktur hukum perdata Indonesia
dengan pembagian ketat antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tidak menyediakan ruang
yang cukup untuk kategori hukum ketiga berupa unjust enrichment. Padahal, dalam perkembangan
hukum modern, banyak yurisdiksi telah mengakui bahwa kasus-kasus tertentu tidak dapat dijelaskan
semata-mata sebagai pelanggaran kontraktual atau tindakan melawan hukum. Kasus-kasus tersebut
memerlukan pendekatan restitusi yang lebih fleksibel, sebagaimana direpresentasikan dalam doktrin
unjust enrichment.
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Kritik lainnya adalah keterbatasan instrumen pemulihan yang tersedia dalam hukum perdata
Indonesia. Instrumen pemulihan yang ada sering kali menitikberatkan pada kompensasi kerugian atau
pemenuhan prestasi, sedangkan unjust enrichment lebih menekankan pada pengembalian keuntungan
yang tidak layak (Andika et al., 2024). Ketiadaan instrumen jenis ini menyebabkan para pihak tidak selalu
memperoleh keadilan korektif ketika terjadi ketidakseimbangan manfaat. Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa sistem hukum Indonesia memerlukan penguatan terhadap mekanisme pemulihan berbasis
keadilan korektif. Doktrin unjust enrichment memiliki potensi untuk mengisi kekosongan tersebut
dengan memberikan dasar normatif yang jelas bagi pengembalian manfaat yang diterima tanpa dasar yang
sah. Penguatan ini penting mengingat semakin banyaknya kasus perdata yang tidak dapat diklasifikasikan
dalam kerangka tradisional.

Berdasarkan kajian di atas, posisi unjust enrichment dalam sistem hukum Indonesia saat ini dapat
dikatakan berada pada tahap embrionik. Prinsip-prinsipnya telah tercermin secara parsial dalam
KUHPerdata dan praktik peradilan, tetapi belum memperoleh bentuk doktrinal yang utuh, sistematis,
dan konsisten. Pembentukan doktrin yang lebih jelas dan eksplisit akan memberikan kepastian hukum,
memperkuat peran hakim dalam menerapkan keadilan korektif, serta menyelaraskan perkembangan
hukum Indonesia dengan tren global dalam hukum perdata modern.

Transformasi Doktrin Unjust Enrichment dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia

Urgensi transformasi doktrin unjust enrichment dalam penyelesaian sengketa perdata di
Indonesia semakin mengemuka seiring dengan perubahan karakter sengketa modern yang semakin
kompleks dan dinamis. Banyak kasus yang muncul dalam konteks ekonomi digital seperti fintech,
transaksi elektronik, dan layanan keuangan berbasis aplikasi tidak lagi dapat dipetakan secara sederhana
ke dalam kategori wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (Rohendi, 2025). Sengketa semacam ini
sering kali melibatkan situasi penerimaan manfaat tanpa dasar yang layak dan tidak terdapat kerangka
hukum yang memadai untuk mengatur pemulihan secara adil.

Fenomena double payment yang terjadi akibat kesalahan sistem elektronik atau duplikasi transaksi
merupakan contoh kasus yang membutuhkan mekanisme restitusi yang memberikan kepastian hukum
(Nurfadillah, 2025). Dalam konteks seperti ini, tidak terdapat hubungan kontraktual yang dilanggar dan
tidak pula ada perbuatan melawan hukum dalam arti klasik. Ketidakmampuan sistem hukum Indonesia
untuk memberikan solusi yang tegas dalam situasi seperti ini semakin menunjukkan perlunya penguatan
doktrin unjust enrichment agar pemulihan bisa dilakukan dengan dasar normatif yang jelas.

Sengketa yang timbul dari kesalahan administratif, baik di sektor publik maupun privat, juga
menciptakan ketidakseimbangan manfaat yang sering kali tidak dapat dijelaskan melalui konsep
wanprestasi atau kesalahan dalam pengertian Pasal 1365 KUHPerdata. Ketika satu pihak menerima
manfaat yang tidak seharusnya tanpa unsur kesalahan yang disengaja, sistem hukum memerlukan
instrumen korektif yang dapat mengembalikan keadaan secara adil (Aribowo, 2021). Situasi ini
memperkuat argumentasi bahwa doktrin unjust enrichment merupakan jawaban teoritis dan praktis
terhadap kebutuhan pemulihan modern.

Model transformasi doktrin unjust enrichment dalam sistem hukum Indonesia dapat dimulai
melalui perluasan interpretasi terhadap ketentuan yang ada, khususnya Pasal 1359 dan Pasal 1365
KUHPerdata. Hakim dapat memperluas pemahaman mengenai pembayaran tanpa dasar dengan
menckankan aspek keseimbangan manfaat dan keadilan korektif (Yusnani, 2023). Pada saat yang sama,
Pasal 1365 dapat diberikan interpretasi progresif yang mengakomodasi situasi penerimaan manfaat yang
tidak layak meskipun unsur kesalahan tidak menonjol.

Transformasi berikutnya dapat dilakukan melalui pembentukan doktrin oleh hakim atau judge-
made law. Dalam tradisi civil law, peran hakim memang tidak sebesar dalam sistem common law, namun
perkembangan yurisprudensi modern menunjukkan bahwa hakim tetap memiliki peran krusial dalam
membangun doktrin baru sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Pengakuan
eksplisit terhadap unsur-unsur unjust enrichment oleh hakim dalam putusan akan memperkuat legitimasi
penerapan doktrin ini dan memberikan pedoman bagi perkara sejenis di masa depan (Mutmainah, 2023).
Pengembangan doktrin melalui putusan pengadilan memungkinkan terbentuknya pola penerapan yang
konsisten dan dapat diprediksi. Hakim dapat merumuskan unsur-unsur seperti adanya keuntungan yang
diterima, kerugian yang diderita pihak lain, ketiadaan dasar hukum, dan hubungan kausal antara manfaat
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dan kerugian tersebut. Dengan menegaskan unsur-unsur tersebut dalam yurisprudensi, sistem hukum
Indonesia dapat secara bertahap membangun konstruksi unjust enrichment yang kokoh tanpa harus
menunggu perubahan legislatif yang memerlukan proses panjang.

Meskipun demikian, pembaruan melalui jalur legislasi tetap merupakan opsi strategis dalam jangka
panjang. Indonesia dapat mempertimbangkan kodifikasi doktrin unjust enrichment dalam pembaruan
KUHPerdata atau memasukkan ketentuan mengenai restitusi dalam undang-undang khusus yang
mengatur transaksi elektronik dan digital (Juang et al., 2025). Legislasi akan memberikan kepastian hukum
yang lebih kuat dan memastikan harmonisasi doktrin dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum perdata.
Salah satu manfaat utama dari transformasi doktrin unjust enrichment adalah peningkatan kepastian
hukum. Kejelasan mengenai kondisi yang mengharuskan pengembalian manfaat yang diterima tanpa
dasar akan membantu para pihak dalam menilai posisi hukum mereka. Selain itu, hakim memiliki
pedoman yang lebih jelas dalam memutus perkara, sehingga mengurangi variasi putusan yang tidak perlu.
Kepastian hukum ini juga sejalan dengan kebutuhan dunia usaha yang memerlukan stabilitas dalam
transaksi.

Transformasi doktrin juga mendukung penerapan keadilan korektif dalam penyelesaian sengketa.
Keadilan korektif berorientasi pada pemulihan keseimbangan antara para pihak dengan cara
mengembalikan manfaat yang berpindah tanpa alasan yang sah (Weinrib, 2020). Ketika suatu pihak
menerima keuntungan yang tidak pantas, doktrin unjust enrichment menyediakan dasar normatif untuk
koreksi tersebut. Dengan demikian, keadilan tidak hanya dilihat dari kompensasi kerugian tetapi juga dari
perspektif pengembalian manfaat yang melanggar prinsip keseimbangan. Manfaat lain dari penguatan
doktrin ini adalah terciptanya mekanisme pemulihan ganti rugi yang lebih restoratif. Sistem hukum
Indonesia selama ini sangat berfokus pada pemenuhan prestasi dan kompensasi kerugian berbasis nilai
ckonomis. Padahal, dalam banyak kasus modern, kerugian tidak selalu berupa kerusakan, melainkan
ketidakseimbangan manfaat. Doktrin unjust enrichment memberikan alternatif pemulihan yang lebih
sesual dengan karakter sengketa-sengketa modern.

Transformasi doktrin juga dapat mengurangi celah hukum yang muncul ketika dasar gugatan
konvensional tidak mencukupi. Gugatan wanprestasi membutuhkan pelanggaran kontrak, sedangkan
gugatan perbuatan melawan hukum membutuhkan kesalahan dan kerugian (Badri et al., 2024). Unjust
enrichment memungkinkan pemulihan meskipun tidak ada kontrak yang dilanggar dan tidak ada
kesalahan. Dengan demikian, doktrin ini menjadi alat untuk mengisi ruang kosong yang tidak tercakup
oleh kerangka hukum tradisional.

Namun, transformasi doktrin tidak terlepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah
resistensi terhadap adopsi doktrin yang dianggap berasal dari sistem hukum asing. Sebagian kalangan
mungkin melihat unjust enrichment sebagai konsep yang terlalu dekat dengan tradisi common law atau
sebagai konsep yang belum dikenal dalam struktur KUHPerdata (du Plessis, 2020). Pandangan ini
menuntut argumentasi akademik yang kuat bahwa unjust enrichment bukan transplantasi semata tetapi
merupakan bentuk penguatan atas prinsip-prinsip yang sebenarnya sudah hidup dalam hukum Indonesia.

Tantangan berikutnya adalah risiko ketidakkonsistenan putusan ketika transformasi dilakukan
melalui jalur yurisprudensi. Tanpa pedoman doktrinal yang kuat, setiap hakim dapat menafsirkan kondisi
unjust enrichment secara berbeda. Risiko ini perlu diminimalkan melalui penegasan unsur-unsur doktrin
dalam putusan atau melalui penyusunan pedoman hukum oleh lembaga peradilan. Dengan demikian,
konsistensi putusan dapat terjaga.

Implikasi lainnya adalah perlunya kesesuaian transformasi doktrin dengan asas legalitas dan
karakteristik sistem civil law Indonesia. Transformasi doktrin harus dilakukan dengan tetap menghormati
kedudukan undang-undang sebagai sumber hukum utama. Oleh karena itu, pembentukan disiplin
yurisprudensi yang mapan atau pembaruan melalui legislasi menjadi penting agar unjust enrichment dapat
diterapkan tanpa menimbulkan kontroversi terkait hierarki sumber hukum. Dengan mempertimbangkan
seluruh faktor tersebut, transformasi doktrin unjust enrichment dalam sistem hukum Indonesia
merupakan langkah strategis untuk menjawab perkembangan sengketa perdata yang semakin kompleks.
Transformasi ini tidak hanya memberikan instrumen pemulihan yang lebih adil tetapi juga memastikan
bahwa hukum perdata Indonesia tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi modern.
Melalui integrasi yurisprudensi, pembentukan doktrin oleh hakim, dan pembaruan legislasi, konsep unjust
enrichment dapat memperoleh legitimasi penuh sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional.

36254 | Journal of Innovative and Creativity , 5(3) 2025



KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa doktrin unjust enrichment memiliki relevansi yang sangat kuat
bagi pengembangan hukum perdata Indonesia, terutama ketika sistem hukum positif belum menyediakan
dasar normatif yang memadai untuk menyelesaikan sengketa yang tidak dapat dikualifikasikan secara tepat
dalam kerangka wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Analisis terhadap KUHPerdata, praktik
peradilan, dan doktrin hukum komparatif menegaskan bahwa struktur hukum perdata Indonesia masih
menyisakan kekosongan normatif dalam memberikan pemulihan yang berkeadilan ketika seseorang
menerima keuntungan yang tidak patut atau terjadi perpindahan kekayaan tanpa dasar hukum yang sah.
Meskipun terdapat ketentuan seperti onverschuldigde betaling dan zaakwaarneming, keduanya belum
mampu menampung kompleksitas sengketa kontemporer yang menuntut mekanisme restitusi lebih
adaptif dan responsif. Oleh karena itu, transformasi doktrin unjust enrichment menjadi kebutuhan
epistemologis dan praktis untuk menjamin tegaknya prinsip keadilan korektif dan konsistensi logika
hukum dalam penyelesaian sengketa perdata modern.

Transformasi tersebut dapat dilakukan melalui perluasan interpretasi yudisial terhadap ketentuan
KUHPerdata, penguatan judge-made law melalui pengakuan eksplisit unsur-unsur unjust enrichment,
serta pembaruan legislasi guna menghadirkan norma yang memberikan kepastian hukum dan kejelasan
konseptual. Dengan demikian, penerapan unjust enrichment tidak hanya memperkaya khazanah
pemikiran hukum perdata, tetapi juga meningkatkan efektivitas putusan hakim dalam merespons sengketa
kontemporer seperti transaksi elektronik, double payment, kesalahan administratif, hingga perpindahan
manfaat non-kontraktual. Transformasi doktrin ini pada akhirnya memberi kontribusi terhadap
pembentukan sistem hukum perdata yang lebih modern, adil, dan sensitif terhadap perkembangan sosial
ckonomi tanpa mengabaikan asas legalitas serta karakteristik utama sistem civil law Indonesia.
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